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PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  dalam  tingkat  pertama,  dalam  sidang  Hakim  Tunggal,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan

xx,  tempat  kediaman  di  Desa  xx,  Kecamatan  xx,  Kabupaten

Karo,  Provinsi  Sumatera  Utara. Selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan

xx,  tempat  kediaman  di  Desa  xx,  Kecamatan  xx,  Kabupaten

Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02

Agustus 2024 yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama Kabanjahe

pada  tanggal  02  Agustus 2024 dengan  register  perkara  Nomor

130/Pdt.G/2024/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.   Bahwa pada tanggal 03 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan

antara  Penggugat  dan  Tergugat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Payung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan

Akta  Nikah  Nomor  :814/01/III/2013  pada  tanggal  04  Maret  2013  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Payung,  Kabupaten

Karo, Provinsi Sumatera Utara;
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2.   Bahwa setelah  menikah pada tahun 2013 Penggugat  dan Tergugat

hidup  harmonis  dalam rumah tangga dan tinggal Dusun IV, Desa Sungai

Ular,  Kecamatan  Secanggang,  Kabupaten  Langkat.  Provinsi  Sumatera

Utara;

3.   Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat

ini be dikarunia dua orang anak;

a.   Rahmad Alfikri bin Randy Arbaini NST alias Randy Arbaini, NIK

1205091402140003, Tempat dan Tanggal Lahir, Langkat, 14 Februari

2014,  Agama Islam,  Jenis  Kelamin  Laki  laki  Umur  11  Tahun,  anak

pertama  Penggugat  dan  Tergugat  dan  saat  ini  tinggal  bersama

Tergugat.

b.   Jihan Putri Aulia binti Randy Arbaini NST alias Randy Arbaini,

NIK  1205096509180001,  Tempat  dan  Tanggal  Lahir,  Langkat,  25

September  2018,  Agama Islam,  Jenis  Kelamin  Perempuan,  Umur  5

Tahun,  anak  kedua  Penggugat  dan  Tergugat  dan  saat  ini  tinggal

bersama Tergugat.

4.   Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak

Tahun 2015 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan

tersebut disebabkan karena :

a.  Tergugat tidak menghargai Penggugat.

b.  Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat.

c.  Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat.

5.   Bahwa  puncak  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  pada

bulan  Maret  Tahun  2024,  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  pertengkaran

dikarenakan  Penggugat  mengajak  Tergugat  untuk  berkunjung  ke  rumah

orang tua Penggugat dan merayakan hari raya idul fitri dirumah orang tua

Penggugat  namun  Tergugat  keberatan,  namun  karena  Penggugat  tetap

ingin kerumah orang tua Penggugat,  Tergugat mengantarkan Penggugat

kerumah orang tua Penggugat kemudian sehari setelah itu Tergugat pulang

ke kediaman bersama dan mengajak Penggugat namun Penggugat tidak

mau pulang ke kediaman bersama;
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6.   Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 4

Bulan;

7.   Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi

syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8.   Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya

dengan Tergugat  dan Penggugat  berharap hubungan pernikahan antara

Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

9.   Bahwa  segala  biaya  yang  timbul  akibat  gugatan  ini  dibebankan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa  segala  uraian  yang  telah  Penggugat  kemukakan,  Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menentapkan suatu hari

persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada

suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan

dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in  Sughra  Tergugat  (xxxxxx)  terhadap

Penggugat (xxxxxx).

3. Membebankan  Penggugat  dari  biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Subsider:

Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat telah hadir  sendiri  menghadap di  persidangan kecuali  pada sidang

setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara

sah;
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Bahwa  Hakim  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat untuk

menempuh upaya mediasi,  namun sesuai  laporan Mediator  (Muhajjir,  S.H.I.,

M.Ag) tanggal 18 September 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi telah tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim

tetap  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  kembali  rukun

membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas  gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan

jawaban  karena  tidak  pernah  hadir  kembali  ke  persidangan  setelah  proses

mediasi;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili  atas nama Sulistiani Nomor

470/196/JM/2024  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Desa  Jandimeriah,

Kabupaten  Karo,  Provinsi  Sumatera  Utara  tanggal  01  Agustus  2024

yang  telah  diberi  meterai  cukup  dan  dinazegelen kantor  pos.  Bukti

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan

aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  14/01/III/2013  yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, Kabupaten

Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 04 Maret 2013, yang telah diberi

meterai  cukup  dan  dinazegelen kantor  pos.  Bukti  tersebut  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  dan  ternyata  sesuai  dengan  aslinya,  lalu

diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.Saksi

Saksi 1 xxxxxx, umur xxx tahun, agama xx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx,

bertempat  tinggal  di  Desa xx,  Kecamatan  xx,  Kabupaten Karo,  Provinsi

Sumatera  Utara,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  sebagai

berikut :
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 Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah

kakak kandung Penggugat;

 Bahwa  Saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

pasangan suami isteri;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun

IV,  Desa  Sungai  Ular,  Kecamatan  Secanggang,  Kabupaten  Langkat.

Provinsi Sumatera Utara;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai  2 (dua) orang

anak dan saat  ini  kedua  anak  Penggugat  dan Tergugat  diasuh oleh

Tergugat;

 Bahwa  sepengetahuan  Saksi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

 Bahwa setahu Saksi  penyebab pertengkaran antara  Penggugat

dengan Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan

juga tidak menafkahi Tergugat;

 Bahwa  sepengetahuan  Saksi  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2024;

 Bahwa  setelah  berpisah  Penggugat  tinggal  bersama  orang

tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Stabat;

 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

 Bahwa Saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Saksi 2 xxxxxx, umur xxx tahun, agama xx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx,

bertempat  tinggal  di  Desa xx,  Kecamatan  xx,  Kabupaten Karo,  Provinsi

sumatera  Utara,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  sebagai

berikut :

 Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah

ibu kandung Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri

yang menikah secara sah pada tahun 2013 lalu;
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun IV, Desa Sungai

Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Provinsi Sumatera

Utara setelah menikah;

 Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

dikaruniai  2  (dua)  orang anak yang saat  ini  tinggal  bersama dengan

Tergugat;

 Bahwa  sepengetahuan  Saksi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2015;

 Bahwa  sepengetahuan  Saksi  penyebab  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat  tidak  peduli

dengan Penggugat dan juga tidak menafkahi Tergugat, serta bersikap

kasar terhadap Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak

bulan Maret tahun 2024;

 Bahwa  setelah  berpisah  Penggugat  tinggal  bersama  orang

tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Stabat;

 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah pernah didamaikan sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

 Bahwa Saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima  dan  membenarkan  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa atas keterangan para sakisi tersebut Tergugat tidak mengajukan

pertanyan karena tidak hadir kembali di persidangan setelah proses mediasi;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mengajukan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya  tetap  pada gugatannya dan tidak  mengajukan apapun  lagi  selain

mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai,  baik  dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses

mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut

hanya tidak dapat  dilaksanakan,  dengan demikian telah terpenuhi  ketentuan

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008  yang

telah  diubah dengan  Peraturan  Mahkamah Agung RI  Nomor  1  Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya tidak dapat

dilaksanakan,  maka  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup  untuk

umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  tidak

menghargai  Penggugat,  Tergugat  sudah  tidak  menafkahi  Penggugat  dan

Tergugat  selalu  bersikap kasar  kepada Penggugat,  dan puncak perselisihan

dan pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  pada  bulan  Maret

2024, dikarenakan Penggugat mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah

orang  tua  Penggugat  dan  merayakan  hari  raya  idul  fitri  dirumah  orang  tua

Penggugat,  namun  Tergugat  keberatan  akhirnya  Penggugat  tetap  ingin

kerumah orang tua Penggugat,  Tergugat  mengantarkan Penggugat  kerumah

orang tua Penggugat kemudian sehari setelah itu Tergugat pulang ke kediaman

bersama dan mengajak  Penggugat  namun Penggugat  tidak  mau pulang  ke

kediaman bersama;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut Tergugat tidak

mengajukan jawaban karena tidak hadir kembali setelah proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnnya Penggugat telah

mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi di persidangan, karenanya

Hakim  terlebih  dahulu  akan  memberikan  penilaian  terhadap  alat-alat  bukti

tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan

Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi

sah dari  suatu akta otentik,  khusus dibuat sebagai alat  bukti,  telah dibubuhi

materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti

P.1 dan P.2, tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti

P.1  dan  P.2,  tersebut  memuat  keterangan  yang  relevan  dengan  gugatan

Penggugat,  dengan  demikian  alat  bukti  P.1  dan  P.2  tersebut  juga  telah

memenuhi  syarat  materil.  Berdasarkan  hal  itu,  maka  alat  bukti  P.1  dan  P.2

tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  terbukti  bahwa  Pengugat

berdomisili di wilayah Kabupaten karo ;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2,  terbukti  bahwa  Penggugat

dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret

2013 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  xxxxxx  dan xxxxxx,  keduanya  telah  memberikan  keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  yang  dihadirkan  oleh

Penggugat  merupakan  orang-orang  yang  tidak  terhalang  oleh  hukum untuk

diangkat  menjadi  saksi  dan sudah dewasa serta  masing-masing saksi  telah

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  di  depan  persidangan,  oleh

karenanya  sesuai  ketentuan  Pasal  172  dan  175  R.Bg  secara  formil  dapat

diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa walaupun keterangan kedua saksi Penggugat yang

tidak melihat langsung hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara

Penggugat  dan Tergugat,  akan tetapi  kedua saksi  tersebut  mengetahui  dan

melihat  sendiri  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  rumah  sejak  enam

bulan yang lalu  dan tidak pernah bersatu lagi  sampai  sekarang,  maka oleh

karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang

pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi

tidak  harmonisnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  Hakim

berkesimpulan  keterangan  saksi  Penggugat  sepanjang  mengenai  pisah

rumahnya  telah  memenuhi  syarat  materil  saksi,  hal  ini  sejalan  dengan

Yurisprudensi M.A RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil

alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua

orang  saksi  dalam  sengketa  Cerai  Gugat  yang  hanya  menerangkan  suatu

akibat  hukum  (rechts  gevolg)  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  dalil

pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat  jo. Yurisprudensi

M.A RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil  alih

Hakim  dalam  pertimbangannya  yang  menyatakan  bahwa  saksi  yang  tidak

melihat  secara  langsung  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,

tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati

suami  isteri  sudah  pecah  dan  sudah  sampai  pada  kualitas  terjadinya

pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kesaksian  saksi-saksi  Penggugat

saling  bersesuaian  (relevan)  dan  tidak  bertentangan  satu  sama  lain  serta

sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai keterangan

saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  ketentuan

Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat

bukti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

disimpulkan sebagai berikut:

-  Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah pada tanggal 03 Maret 2013;
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-  Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan

kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

-  Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang sulit  untuk  dirukunkan

lagi;

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan

yang lalu;

-  Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya

akan tetapi tidak berhasil; 

-  Bahwa  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah

terbukti  adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami

isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu

agar  Pengadilan  menerima  dan  mengabulkan  gugatan  Penggugat  dan

Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat,

maka  berdasarkan  fakta-fakta  hukum di  atas  Hakim mempertimbangkannya

sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  atau  pernikahan  merupakan  akad

yang sangat kuat atau  mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah (vide

Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam),  sehingga  untuk  memutuskannya  harus

dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga

perkawinan yang bersifat  sakral,  mengubah status hukum dari  halal  menjadi

haram,  berdampak  luas  terhadap  struktur  masyarakat  dan  menyangkut

pertanggungjawaban  dunia  akhirat,  oleh  karena  itu  perceraian  hanya  dapat

dikabulkan  jika  perkawinan  sudah  pecah  (broken  marriage)  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Vide  Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak

secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari

barometer kerukunan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih

dan bertengkar yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak

enam bulan yang lalu sampai sekarang, dan selama itu keduanya sudah tidak

melaksanakan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  sebagai  pasangan  suami

istri.  Keadaan  yang  demikian  merupakan  indikator  putusnya  ikatan  batin  di

antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi

memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang,  bahwa  apabila  suatu  rumah  tangga  keadaanya  telah

tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan,

seperti  yang  tengah  dialami  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  patut  diduga

keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat

pula  di  dalam sidang,  yang  mana  selama  proses  persidangan  berlangsung

adanya  sikap  pasif  Penggugat  untuk  mengakhiri  perkawinannya  dengan

berkali-kali  mengungkapkan  keinginannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat.

Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikatagorikan sebagai rumah tangga

yang rusak (broken marriage);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  237  K/AG/1998  tanggal  17  Maret  1999 yang  mengandung  abstraksi

hukum  bahwa  cekcok,  hidup  berpisah  tidak  dalam  satu  tempat  kediaman

bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  meneruskan  kehidupan  bersama

dengan  pihak  lain,  merupakan  fakta  yang  cukup  untuk  dijadikan  alasan

perceraian;
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Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  yang  sedemikian  rupa,  maka  tujuan  perkawinan

sebagaimana  yang  digariskan  dalam Al-Qur’an  surat  Ar-Ruum ayat  21  dan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam,  yaitu  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia,  kekal,  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah,  tidaklah  dapat  diwujudkan  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan

rumah  tangga  yang  seperti  itu  tetap  dipertahankan,  patut  diduga  dalam

kehidupan  rumah  tangga  mereka  akan  lebih  mendatangkan  mafsadat

(keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan

batin  yang  berkepanjangan  dari  kedua  belah  pihak,  maka  dalam  rangka

menghindari  timbulnya  penderitaan  tersebut,  menolak  keburukan  itu  harus

didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu

kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair,  yang

diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

Artinya:  Menolak  keburukan  harus  diutamakan  daripada  mengharap

kebaikan.

Dengan  demikian,  Hakim  memandang  jalan  terbaik  bagi  Penggugat

dan  Tergugat  agar  terhindar  dari  mafsadat  (keburukan)  tersebut  adalah

bercerai;

Menimbang,  bahwa  Hakim perlu  mengetengahkan pendapat  Ulama

sebagaimana tercantum di  dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II  halaman 189;

Artinya:  “Dibolehkan bagi  seorang istri  untuk  minta  pisah (cerai)  kepada (di

hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in

sughra  jika  telah  tetap  (terdapat)  kemadlaratan  dan  kecil  harapan  adanya

perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  dengan  Tergugat  belum

pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

terjadi  dengan  talak  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama,  maka

berdasarkan  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum Islam,  gugatan

Penggugat dikabulkan dengan  menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, oleh karena perkara ini

termasuk sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama,  maka

semua  biaya  perkara  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil syar’i yang berkenaan dalam perkara ini;

 MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat (xxxxxx)  terhadap

Penggugat (xxxxxx); 

3. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari   Rabu

tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir

1446  Hijriah  oleh  Hary  Candra,  S.H.I.,  sebagai  Hakim  Tunggal,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim Tunggal  tersebut,  dan didampingi  oleh  Syarah Ermayanti  Nasution,

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar

hadirnya Tergugat.

    Hakim Tunggal,

Ttd.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 48.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
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